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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Salinan 
PERATURAN DAER.AH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOIIOR 16 'l'AHUN 2013 

TENT.ABO 

PERUBAHAN KELDIA ATAS 
PERATURA.11 DAERAB KABUPATEl'f BOJOPfEGORO l'fOIIOR 14 TAHUl'f 1995 

TENTANG 
PERUSAHAAN DA.ERAH BANK PERKREDITAH RAKYAT 

BANK DAER.AH BOJOlfEGORO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A 

BUPATI BOJONEGORO. 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam 

Mengingat 

mcmbcrikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan 
pendapatan Perusahaan Daerah Bank Pcrkrcditan Rakyat 

Bank Daerah Bojonegoro (PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro), 

sebagai salah saru Badan Usaha Milik Daerah yang bcrperan 
bagi pemasukan Pendapatan Asli Oaerah Kabupaten 
Bojonegoro sekaligus menggerakkan perekonomian sektor 

mcncngah kcbawah (UMKM), maka perlu memperkuat modaJ 
perusahaan dcngan penambahan besaranmodaJ dasar PD. 

BPR Bank Daerah Bojonegoro; 

b. bahwa berdasrakan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Daera.h Kabupateo 

Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro; 

1. 

2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten/ Kota Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 

Agustus 1950); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 238); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3790): 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1999 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2843), scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4962); 
6 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 

Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
8 . Undnng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tam bah an 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Ant.ara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenssaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana 
tclah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Bank Perkreclitan Rakyat Milik 
Pemcrintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 26/PBI/ 2006 tcntang 
Bank Perkreditan Rakyat (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4656); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreclitan Rakyat Kabupaten Bank Daerah Bojonegoro 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1995 Nomor 
6 / C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2010 Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BOJONEGORO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELfMA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 14 
TAHUN 1995 TENTANO PERUSAflAAN DAERAH BANK 
PERKREDlTAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 8, dalam Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 
Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten 
{Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1995 Nomor 6/C), yang telah 
bcbcrapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro : 
a. Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1998 

Seri C ta.nggal 12 Nopember 1998 Nomor 8/C); 
b. Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 

seri D tanggal 28 September 2005 Nomor 1/ D); 
c. Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 7 

Agustus 2007 Nomor 3); 
d . Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 

tanggal l Maret 2011 Nomor 2); 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

PasaJ 8 

(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar 
Rp. 400.000.000 .000,- (empat ratus milyar rupiah). 

(2) Modal disctor dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud 
po.do. ayo.t (1), dilo.kuko..n oleh PemerinUlh Do.erah setiop Ulhun sesuni dengo.n 
kemarnpuan keuangan Daerah, melalui mekanisme penyertaan modal yang 
dituangkan dalam Pcraluran Bupati. 

(3) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berasal dari 

Pemerintah daerah merupakan kekayaan Dacrah yang dipisahkan. 

PasaJ Ir 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Daeroh ini dcngan pcnempatanya dalam L<:mbaran Daerah Kabupaten 
Bojoncgoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 18 Nopember 2013 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttcl. 

ff. SUYO TO 
Diundangkan di Bojoncgoro 
pada tanggal 26 Desember 2013 

SEKRETARJS DAERAB KABUPATD BOJOJmGORO 

ttd. 

SOEBADI IIOELJONO 

LEJIBARAN DAER.All KABUPATU BOJONEOORO TAIIU1f 2013 ROIIOR 12. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS DAERAB KABUPA U BOJOlfEGORO 

E "[ 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19600131 198603 1 008 


